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.SUA'E'U PROSPEK TENTANG KERJASAMA
ASEAN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN
SERTA ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI XKELAUTAN BERDASARKAN
"'KGNVENSI HUKUM E.A%.}T 1982

oleh : WAYAN PARTHEANA

i K_onvensi Hukum Laut-1982 mencantumbkan pafh
.’p;a_gr_—-pasga_i yang dapat dijadikan ﬁagr.kemngm ker-
- Jasama gegara-negara ASEAN , Umpamanya, pasal
.#70 sampai dengan pasal 274, bisa menjadi dasar

hukum yang cukup kokoh antuk melakukan kerfa~
sama dalm bidang ilmn pengetahuan dan alik tekno-
Jogi kelautan bagi keenam negars ASEAN. Karangan
-berikut ini menguraikan langkah-langkah yang periu
o ditempub oleh ASEAN unfuk mewnjudkan tujuan Ler-
jasama tersebut. Tidak dikesampingkas puda perlunya
kerjasama negam-negara anggota ASEAN dengan
negara-negara lain yang sudah lebib maju ilmy benge-
fahuan dan teknologi kelintannya. Akhimyg, karang-
anini mengusuikan pula langkah-langkah yang dapat
diambil oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama ter-
sebut.

Efendahuluoan

- Eksplorasidasarlaut dan tanahdi bawahnya serta eksploatasi sumberdaya alamnya dewasa
ini dan pada masa-nlasa yang akan datang akan semakin meningkat baik jumlah maupun
kualitasnya. Hal ini antam Jain discbabkan oleh karena semakin bertambahaya permintaan
dankebutuhan nmat manusia atas sumber daya alam yzng terkandung oleh lautan baik sumber
daya hayati- maupun nabati, Pada lain pihak sumber daya alam lautan ituadaiah tesbatas dan
tidak bisa diperbaharui kemnbali {(unrenewable), Dalam konteks inileh maka peranan dari
teknologi tinggi dalam bidang kelautan sangat penting artinya bagi satiap negara pada
umumnya dan bagi negaa-negare paniai pada khususnya 1),

Tetapi dalam kenyataannya, ternyata ada jurang pemisah yang amat fajam antara negara-
negara maju dan negara-negara sedang berkembang 2). Pada urnumnya negam-negar sedang
berkembang berada dalam kondisi kekurangan ilmy pengetahuan dan wknologl sedangkan
negara-negara maju memiliki wekoologi baik dalam jumlah maupum kuafitas yang tinggi.
Negara-negara maju didukung oleh perusahaan-perusahaan | yang bagian erbesar dari mereka
itwberups perusahaan-perusahaan (ransnasional 3). Mereks adalah shagi pemilik sknologi
vang mereka kembangkandan perbaharui secara ferus menerus. Boleh dikatakan terjadi suatu _
kompetisi positif antara mercka dalzm pengembangan ilmu pengezhuag dan teknologi
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bahkan terdapat hubungan yang &almg melengkapi dan saling isi mengisi antara mereka saw
: dengan lainnya. -

Pada lain pihak, negara-niegara sedang berkembang yang merupakan sejumtah b&;
negara-negara di dunia masih miskin dalam bidang teknologi termasuk pula teknologi kelaut-
- an. Mereka sangat tergantung pada negar-negara maju. Ketergantungan mereka daEam
bidang teknologi itu sudah dapat dikatakan sebaga: Ketergantungan sccara struktural 4y,

Situasi itu sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang itu sendirl. Situasi
yang amat tidak seimbang ini haruslah segera dihilangkan tidak hanya oleh negara-negara
berkembang itu sendiri fetapi oleh semua negara secara berama-sama, )

Berkenaandengan masalah pengaturan mengenai pengembangan danalih teknologi kelaut-
", an, Konvensi Hukum Laut 1932 %), telah merumuskan di dalam Bab XIV pasal 266- 278, Jika
“kita'} hubungkan dengan kepentingan negara-negara angpota ASEAN yang hampir smuanya
tergolong sebagai negara-negara berkembang dan merupakan negara pantai, maka kelentuan
Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya Bab XIV pasal 266-278 tersebut di atas mempunya:
arti tersendin 8},

Dalam urzian ini secara khusus akan disoroti sejauh mana ASEAN dapat dan mampu
memanfaatkan ketentuan tersebut demi meningkatkan kemampuwinnya menguasai dan me-
ngembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Pembahasan ini i mulai dengan
menguraikan secam ringkas tentang pengatumn pengembangan ilmu pengetahuan dan alik
teknologi kelautan menurut Konvensi Hukum Laut 1982, dilanjutkan dengan peninjauan
sepintas tentang pemanfaatan kesempatan ini oleh negara-negars berkembang pada umumnya
dan secara lebih khusus lagi dibakas tentang peranan yang dapatdimainkan oleh ASEAN serta
manfaat yang dapat dipetiknya. Pada akhimya akan dikaitkan dengan posisi dan peranan
Indonesia dalam kerangka kerjasama tersebut.

IL Tingauvan sepintas teniang situasi dan kondisi gecgrafi dan teknologi negara-negara
anggota ASEAN.

Ditinjau dari sudut geografi dalam kaitannya dengan soal kelautan maka secara garis besar
negara-negara di dunia ini dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sebagai
berkut
k. Kelompok negara-nepara maju yang terdiri atas negara pantai maupun ada pula yang

merupzkan negara-negara tak berpantai.
2. Kelompok negara-negara sedang berkembang yang juga dapai dikelompokkan lagi men-
jadi :
2a.negam-negam berkembang yang berpaniai vang terdiri atas ;
2al negara-negara berkembang berpantai yang secar geografis beruntung ;
242 négara-negara berkembang berpaniai yang secara geografis tidak beruatung.
2bnegarasnegam berkembang yang tidak berpantai.

Sepanjang menyangkut negara-negara anggota ASEAN tampaknya semua merupakan
negara berpantai, kecuali Singapura yang tergolong negara berpantzi yang secara geografis
tidak beruntung. Meskipun desmikian, kepentingan Singapura secara umum sudah tertampung
dalam Konvensi oleh karena hak-hak historis manpun hak hak ekonomisdari NEZAFA SCMACATI
"Singapura itu juga sudah diatur dan dijamin didalam Konvensi 7) Demikian pula dengan
Brunei hanya memiliki wilayah dan yarisdiksi atas laut yang tidak begitu Juas oleh karena
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: lemknya vang merupakan kantung (enclave) yang diapit oleh wilayah Malaysia (Kalimantan. .~

Utara/Malaysm Timuyr). Lain halnya dengan Indonesia dan Pilipina dua negaza kepulauan.
anggoty ASEAN vang ferpolong sangat beruntung dalam hubungannya dengan kedaulatan:
dan yurtschksanya atas laut. Sedangkan Malaysia dan Thailand wataupun tidak seberuntung

- seperti hainya Indonesxa dan Plhpma kedaulatan dan yurisdiksinya atas laut tergolong cukup, o

luas. ;
Perbedaan-perbedaan int kisanya tidakiah perlu dijadikan sebagai kendala untuk melang.
kah menu_;u kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Bahkanjustry. -

sehahknya vakni harus dijadikan sebagai modal dasar yang cukep potensial untuk dikem- -

. _bangkan dalam rangka ke:}asama ilmu pengetahuan dan teknologi kelantan.
Demlkzan pula halnya dengan penguasaannya dalam bidang ilmu pengetahuvan dan tekno-.

:log: kelautan Hdak ada d:antara mereka itu yang terlalu unggul dibandingkan dengan yang. _'

hmnya D:samp:ng ::u, semuaaya memiliki tmgkat ketergantunganatas laut dan sumber daya
alamnya yang hampirsetara, Inilah yang merupakan faktor-faktor pend ukung untuk mewujud-
kan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan,

Iil. Pengaturan fentang pengembangan dan altk teknologi kelantn dalam Konvenst
Hukum Lant 1982,

Dalam pembahasan ini penulis fidak akan membahas secararinci satudemi satu pasal-pasal
dari Konvensi tersebut khususnya Bab X1V pasal 266-278. Oleh karena tdakiah mungkin
uniuk membahasnya secara desnikian, dalam satu tulisan singkat seperti in 8), Dalam tolisan
ini hanya akan disinggung secara garis besar ketentuan-ketentuan yang penting saja.

Pasal 266 ayat 1 memberikan kesempatan kepada negam-negara baik secara langsung
maupun melalui organisasi-organisasi internasional yang berkompeten untuk bekerjasama
sesuaidengan kemampuan mereka masing-masing untuk memajukan kegiatan pengembangan
dan alib ilmu peng'etahuan dan teknologi kelantan berdasarkan caracara dan syarat-syarat
vang wajar dan adil. Sedangkan ayat 2 nya secara tegas memberikan kesempatan bagi
negara-negara berkembang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi kelautandemi
nempercepat tingkat kemajuan sosial dan ekonomi negara negara berkembang itu sendiri.
Sedangkanayat 3 mewajibkan setiap negara untuk menciptakan iklim ekonomi dan hukem .
yang mendukung alih ilmu pengetahuan dan tcknologl kelautan schingga bermanfaat bagi
semuz pihak secarz adil %),

Sedangkan pasal 267 mewajibkan semua pihak untuk tetap menghormati kepeatlngan yang
sah seperti misalnya hak dan kewajiban para pemegang, pemberi dan pererima teknologi
kelauten. Selanjutnya dalam pasal 268, negara-negara baik langsung maupun melalui organi-
sasi intemnasional yang berkompeten untuk melakukan Aangkah-langkah nyata bagi pengem-
bangar ilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautan, pengembangan sumber daya manusia-
nya maupun kerjasama dalam tingkat regional, sub-regional maupun bilateral ®),

Penjabaran yang lebih bersifat teknis dan operasionalatas pasal 267 tersebut terdapat dalam
pasal 268. Oleh karena itulah maka ketentuan pasal 267 harus dikaitkan secara utuh clengan
pasal 268 tersebut 16),

Sedangkan pasal yang penung untuk dipeshatikan dalam kerangka kerjasama” ASEAN'
adalah dalam Bagian 2 (pasal 270 sampai dengan pagal 174). Dalam pasal tersebut diatur
tentang kerjasama baik multilateral, regional, sub-regional dan bilaterl maupin dengan
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organisasiinternasionaldan Otorita 13}, Bagl ASEAN, pasal ini jelas merupakan dasar hukum'

yang.cukup. kokoh untek melakukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan a];h '

teknologi kelautan yang seyogyanya dimanfaatian dengan sebaik-baiknya. s
“Terakhir pada Bapian 3‘(pasal 275-278) merupakan landasan bagi pembentukan pusat-

_pusat ilmupengetahuan dan tekrologi kelautan baik nasional maupun regional, Sudahbarang ..

wnfu diseriai dengan kewajiban untok meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya:
sendirl baik sarananya maupun personahanya, sesuai dengan fungsi-fungsinga seperti d:tentm
kan dalam pasal 277.

Drari uraian yang sangat sumir atas ketentuan tersebut diatas kiranya tidaklah perlu dira g
kan lagi landasan juridis bagi negara-négar di dunia khususnya bagl negara-negara anggor,a"
ASEAN wmntuk membentak snaty wadah kerjasama dalem bidang pengembangan dan alih
teknologi kelautan, Nannm persoalannya sekarang adalah bagaimana mewsjedkannya dalam: :
kenyatan, merupakan persoalan tersenditi yang harus dijawab sendiri oleh negara-HEgara
anggota ASEAN,

EY. Langkah-langkah vang perlu ditempuh oleh ASEAN.

Sebagaimanz telah diketahui secara umum bahwa ASEAN dalam mewujudkan apa yang
elah ditetapkan sebagai tujuan-tujuannya, menempuh langkah-langkah berupa kedasarna
secara sektoral, Misalnya, dalam bidang industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain,
ditempuh dengzs melakukan perundingan dari para pejabat yang berwenang dalam bidang
masing-masing. Selanjutaya, sepanjang hal itu mengandung prospek yang positif untak segera
diwuiudkan maka dibentukinh wadzhnya diseriai dengan tidak fanjut vang dipandang perlu
1y,

Kiranya berken2an dengan kerjasama dalam bidang pengembangan dan alik teknologi
kelautzn halinipun selayaknya ditempuh dengancara demikian. Pejabat vang berwenang dari
negari-negan anggota ASEAN di bawah koordinasi Sekretaris Jendral ASEAN mengadakan
perundingan untuk merumuskan kesepakatan mengadakan kerja sama dalambidang pengem-
bangan dan alih téknologi kelauian,

Langkab pertama yang dapat ditempuh adalzh membentuk wadah berupa Komite tentang
Pengembangan flme Pengetahvan dan Alih Teknologi Kelautan (The Committee on Deve-
lopment 2nd Transfer of Science 2nd Marine Technology), sebagai salak situdari Komite yang
telah ada dalam lingkengan ASEAN,

Komite ini antara lain bertugas :

4. Mempelajari tentang jenis-jenis dari teknologi kelaumn yang dibutvhkan oleh negara-
negara aaégota ASEAN;
b, Merancangkan jenis-jenis dari wknologi kelautan yang harus dizlibkan dari negara-negara

“maju ke negara-negara ASEAN serta dikembangkan lebib.lanjut, baik untuk jangka

panjang maupun jangka pendek.

¢. Melakukan kewajiban-kewajiban lainnya sei:agaimana ditetapkan oleh pasal 268 Kon-
vensi Hukum Laut 1982 atae pun tugas-tugas lain yang discpakati oleh nesara-negara
anggota ASEAN.

Secara global dangaris besar, teknologi kelautan yang tampaknya dibutuhkan oleh negara-
negara ASEAN antars luin adalal:

a. Teknologi dalam bidang perkapalan dan perikanam:
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b :Teknologi dalam ‘bidang ‘pengelolaan ‘hasil-hasil laug; . .
Teknologi dalam bidang pembtﬁxdayaan sumberdaya afam hayat: lautan
d. Z'Teknoiogi dalam bidang eksplorasi dasar laut dar tapah di bawahnya serta eksploatasi

sumber: daya alamnya. o
Persoalan sslanjutnya adalah penempatan dari pusat pengembangaa masing-masing teknologi
tersebut di ntgara-negara ‘anggota ASEAN dalam pengertian bahwa teknologi tertentu vany
sepantasnya ditempatkandi suaty JAegara anggota sedangkan teknologi lainnya ditempatkan di
negara anggots yang binnya lagl. Halini dimaksudkan supaya jangan sampai terjadi teknologi
yang sama terdapat pada dua atap Jebik negara anggota, sehingga akhirnya terjadi persaingan
antara produk vang ssma yang dihasilkan oleh negara-negars tersebut. Dengankata lain, suaty
prcduk yang bersifat kompetitif sedapat mungkin hendaknya dihindari 13). !

Namtm, halini hanyalah bernpa suatu ideal belaka, Oleh karena dalam kenyataannya di
negara~negara anggota ASEAN tersebut dalam beberapa hal sudah terdapat jenis-jenis tekno-
togi yang sama yang memang sudahadajauh sebelumnya. Hal ini mau idak maw harusdiaku
danditerima sebagai suatu kenyataan. Seperti misalnya, industri galangankapalatau pengelo-
laan hasil laut seperti pengalenganikan, mungkin sudah lama terdapat di Singapura, Indonesia
atau pun juga di negara-negam lainnya. :

Terhadap hal ini, kiranya harus dihadapi dengan realistis. Yakni, industri-industsi sejenis
tersebut harus diarahkan vatuk dapat bekenasama dan meningkat menjadi lebik maju dan
saling isi mengisi satu denganiainnya. Jadi harus dihindari persaingan tidak sehat yang pada
akhimnyz akan merugikan did sendiri.

Oleh karena negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
kelautan-tergolong belum maju, maka dalam hal inj perlu dilakukan kejjasama dengan
negara-negara.yang ilmu pengetahuan dan teknologi kelantannya sudah jauh lebih maju.
Kerjasama antara negara atau melalyi lembaga-lembaga internasional tersebut dapat dilaku-
kandengan pengiriman tensga-tenaga akhli dari negara-negara ASEAN untuk memperdalam
ilmu pengetahuannya di negara atan pada lembaga internasional tersebut. Selanjutnya, mereka
setelah pulang atau kembali harus diberikan kesempatan yang schas-luasnyz untuk menerap-
kan dan mengembangkan keahliannya agar bisa melakukan inovasi dan invensi (pembaha-
ruan dan penemian baru) atas ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan pada industri atan.
lembaga lembaga vang sesuai dengan bidang keahlian mereka L)

Selain daripada ity perapan perusahaan-perusahaan transnasional yang bergerak dalam
bidang kelantan yang secara faktual adalah schagai pemilik ifmu pengetahuan dan teknologi
kelautan yang bagian terbesar berkantor pusatatau bermarkas di negara-negarz industrd maju,
patut untuk diperhitungkan. Terlepas dari transnasional ity, sebagai pemnilik teknologi se-
yogyanyalah mereka harus diperhitungkan peranannya dalam rangka pengalihan ilmu pcnge«
twhpan dan teknologi kelantan ke negara-negara anggota ASEAN ),

Dalam hubungan ini perlu ditekankan secara khusus bahwa negara-negara industri maju
maupun perumhaau-perusahaan transnasional tidaklah begitu saja akanbersedia mengalihkan
ilmu pengetahuan dan teknologinya ke negama-negara berkembang termasuk pula ke negara-
negara anggota ASEAN. Hal ini bisa dimengerti oleh karens mereka itn sebemarmya mempe-
rolgh ilmu pengetahuan dan teknologi itu adzlah denganjalansusah payah seria dengan beaya
yang tidak sedikit. Pelbagai upaya mereka lakukan untuk melindungi £knclogi tersebut baik
upaya phisik, ekonomis maupun upaya yuridis 1),

o
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oo Dedam hal tni entulah kesalahan tidak bisa diimpakan kepada pibiak-pihak tersebut & atas;
Negara-negam berkembang pada umumnya dan khususnya negara-negara anggota ABEAN:

--dangkah penting ying harus dilakukan ~ adalah dengan menyusun perencanaan yang baik
dan:menjadi sarana ampuh untuk terjadinya alik {imu pengetahuan dan teknologi tersabut,
Sebab, pada prinsipnya keberhasilan ataupun kegagalan suatu alih teknotogi bagian terbesar.

h ter'lctak-p'adé ;i?;ak atau negaga-negara penenma ekrologt ity sendirl. :

V. Sebagai negara anggota ASEAN, langkah apakah yang dapat diambil oleh Indonesia
baik dalam kerangka ke:;;asama ASEAN maupun berdasarkan pada Kenvensi Hukum
Lapg 198277 a0 o T .
“Indonesia sebagai negara kepulavan dengan kedaulatan, hak-hak berdanlat serta yurzsdxksx
. atélawtan yang sedemikian luas, sebenarnya banyak memperoleh keuntingandan kemanfaat-
“an'dari Konvensi Hukum Laut 1982, Lebih-lebih lautan merupakan faktor yang penting bagi
Indoresia baik secara ekonomis maupun strategis. Akan tetapi dalam kenyataan, indonesia
barulah sedikit memanfzdikan lautan di sekelilingnya itu. Hal ini zntara lain-dissbabkan oleh
ilmu pengetahuan dan teknologi kelautdn yang dimiliki dan dikuasai oleh Indonesia bslum
begitu maju kalay tidak mau dikatakan masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-
negarz industri maju, Di sélmping itujumizh penduduk yang cukup besar sebagai sumber daya
manusia (human resources) belum dikembangkan secara optimal, bahkan wbaliknya j Justru
" masih merupakan persoalan besar bagi Indonesia. :

Walaupun demikian, dalam bidang ilmu pengetahman dan teknologi keluatan Indonesia
sudah melangkah ke amah pengembangannya seperti misalnya, dengan berdirinyz Lembdga
Oceznologi lembaga penelitian dalam bidang kelautan di bawah Lembaga Iimu Pengemahuan
Indonesia (LIP). Dalam bidang yang lebih praktis misalnya dengan mendirikan P.T. PAL
yang bergerak dalam bidang industri perkapalen dengan mendesain dan memproduksi berba-
gai jenis kapal yang disestaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia sebagai negara
maritim.

Sedangkan dalam bidang teknologi pertambangan dasar laut dan fanah di bawahnya,
Indonesia belum memiliki dan menguasai teknologinya. Teknologi ini memang benar-benar
merupakan teknologi tinggi dan canggih yang tampaknya belum bemar-benar dikuasai oleh
Indonesia, Mungkin dalam bidang inilah teknologinya benar-bemar harws dialihkan dari
negara-negara maju ke Indonesia untuk kemudiay dikembangkan oleh Indonesia.

Faktor positif yang cukup dapat diharapkan dan diandalkan sebagai agen dalam bidang
pengalihan dan pengembangan teknologi kelautan, -- dissmping adanya Lembaga Ceeanologi
Nasional - adalah terdapatnya institut dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki pola.
itmiah pokok dalam bidang kelautan. Seperti misalnya, Universitas Diponegoro di Semarang,
Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya, Universitas Hassanuddin di Ujung Pandang,
Universitas Pattimura di Ambon, Pendidikan Ahli Usaha Perikanan di Jakarfs, Akademi
Pelayaran di Tegal dan laindainnya,

Berdasarkan pada wraian terscbut di atas kiranya sejalan dengan Ketentian pada pasal 275
Konvensi yaitu perlunya mgalakkan pembentukan pusat-pusat ilmu dan eknologi kelautan
nasional inaka sudah pada tempat dan waktinya bagi Indonesia untuk meningkatkanperanan
Lembaga Gceanologi Nasional untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan riset dalam
bidang kelautan, Selain daripada itu patut pula dipikirkan pendirian cabang-cabangnya di
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pelbagm tcmpm cii Indsnes;a mmlnv&u kotkol tempat perguruan Sngei seperii &:rsabut di
.diaS “Dengan: demikizn dlharapkaa tefjalin suatu kerjasama-antara. perguruan tnggl yang
bersangkuian dengan cabang-cabang dari Lembaga Oceanologi Nasional teesebut, '
i Swdahitentu pula semus e tdak dapat dilepaskan dari-pusat viset regional dalam i{emagka

ASEAN: sebagazmana ielah dxkemukakan Aiatas seria. xsuzu depganisi dan jiwa Konvensi

H&skm Lam 1982

Cammn Lakl 2 srdli L - P - PV R F .
BER Berkeman dﬁngan pengeioiaan msalah kelaman ni iekmlogl yang. dlbmuhkan JeIa«; S

adalafy %f:!«:ﬁok}gl tinggi dan cangglh uniuk menggantikan tekinologi fradisional, supaya !auian_ L

_ _ciengaa segala sumber daya alamnya’ dapatdlmanfaatkan sebesar-besarkys baghsmat manusiz;
tanpﬁ menga nggukeseimbangan ckologis: Perlu diketah bahwa masalah yang i}e:&ubungan
ciengan lautan’ hukan lagi hanya masalah negara-degars:berpantai saja tetapi adalah masalah
sehuruh Wmat manusna Halinilzhyang amarelain mendasari diadakannya Konperensi Hukum
Laut-PBB radaihun 1974 ang telah ‘menghasilkan-Konvenst Hukum Laut PBB 1982

‘(Umted Nations Convention on the Law of the Sea) yang dibadii tidak :1fa oleh vegara-negara
‘tetapijuga ‘eleh¢ organitasi internasional bahkan jugs kelompok-kelompok pembebasan sepesti
PLOdanSWAPO danlain-dainLihatdan bacalah daldm : THE LAW OF THE SEA: Gfficial
Textof the United Nations Convention-on the Law of the Sea With Angengs and Index & Final
Actto the Third United Mations Conference on the Law of the Sea; United nations, New York,
2j Feogelompokan négara-negara menjudi negara-negar majn {developed countries) dan
regara-iegara sedang berkembang {developang countries), berdasarkan pada kriterin.menerat
ilmu ekonomi‘dengan berpatokan pada besarnya GNP setiap negara, Sebenarnya dunia in
:dmeiom;mkkan ke dabbmvempat kelompok, yaitu : Donia Pertama yang terdiri dari negara-
Tiegara industrd maju; Dunia kedus yang terdini atas negam-neganm sosialis; Diinia ketisa yang
terdiri atas negam negara sedang berkembang yang sudah iergolong majudi mana di dalamnya
‘termasuk negara-negar industri bare (new industrialized countries/ WICs) dan yang terakhir
adalah: Duma iceempat yaz;g terdini:atas rgegara—negara YRR . me:goiong miskin dan pahng
Thigkin,

A3y, Berbagal istilah lain: yamg juga sering dxgﬁpakan yang kadang kad;mg dengan pengemar:
yang'sama atmwkadang-kadangjuga berboda; seperti misaloya sk ‘peresahean multina-
stanal; perusahaan internasional, Dalam bahasaIngeris, sering dikensl dengan transnational
corporation, transnastional enterprise; multinational corporation, multinational enterprise.
Dewasy'ini’ keberzdaan pemsahaan :ramnasmnai it bm ,aaiv; mﬂngadx e«by&k pe’iibahasan para
“ahli dengan segals-implikasinya, : e '
Lihatdan bacalabmigalaya : Jehnﬂ. Bunzamg ’E‘E’ne Mul&amsmmi Em&ewn@e, Gﬂrge A!is:ﬁ
& Unwin Lid. London, 1971, Atau vang Khusus berkesaan: -dengan Ingonssia, bacalah :
Sumantors ] Pesanan Peresahaae Multinasional delam E’emaazgm& Megara Bedang
Berkemibang dan Implikasinya di Indenesia, Dissertasi di Universitas Pa.d}ad;amn, Alumni,

Bapdung, 1983,
4). Hal-ini- antara lain sdiungkapkan: oleh Rapner Murkse - dalar;. ?m&ﬂems af Qaﬁeé&@
Formation in Underdeveloped Countries; Basil Blackwell, Oxford; l%ﬂ..Daianwk& im




- Hukum dan f.fembar_e;q:r:};

k _beiumnya Konwms; 1982 ini mengatur masatah kelautan ini secara tenntegrasa dan kom»:'.?

_ .:prehenstf dalam satu komens: sedangkan Konvensi Hukum Laut 1938 membaginya dalam' :
e empat konvensi yang masing-masing berdiri sendm -
-6}, Dikatakan desmkian olch karena pasal-pasal dari Konvensi tersebui membuka kesempaian_
R -'--bagt negara~negara mrmasuk niegara-negara angg,ota ASEAN untuk memaﬁfaatkan kesempaJ o

: ~nec ra._' Hal ini mngaitergammg i;mia persf:ps;i maupun kepennngan nas:ona] ma
fmasmg-‘dalam membenkan isi danarii afas hak-halchistoris dan hak-hak ekonomis terseh
Frat 1:hat dafibacaiah perbandmgananta‘a tuas dari kedaulatan dan yurisdiksimasing- masmo
‘negara diduniz bask ataslautteritoriabmaupunlardaskontingendan zona ekonoms el\sklus:{ &
‘de gan akan i}erlakunya Konvenst Hokum Laut 1982 dininanti, dalam - ‘RR C}mrchxli and
--‘A - 'Lowe The Law of The Sea, Ma&chester Unwerszty Press, 1983 hala.maﬂ 302 dan”_
seferusnyd. ¥ \¥ IREETNEY

83. Tegasnya g.asai 266 ayat 3 herbunys sebagan bertkut : S
#Suates shall endeavour. 1o foster favourabiereconomic-and legal conditons for the transfcr of
Jmaring: technotogy for-the benefit of all parties concerned on an equitable basis.™ -
. Adanya pasal yang mendorong kearah kerjasama’semacam ini memmjukkan bahwa baﬂa
---negaramegam yang tergabunc dalamASEANdalam hubungannya-denganalib teknologidan-
1-pengembamzan -eknologi~dan “imu: pengetahuan kelautan, bekerjasama: melaini wadah_
ASEAN-adaiah: saiah satu camiyang cukup positf. s : : 4
10y Keberhasilan suatu alih teknologi dan pe'lgembangan sebenamya sangat ta:g;antuﬂo pada
“adaatau tidaknya penjabaransecara operasional di dalam kerjasama intemasional maupun di

dalam hukum atan perundang-undangan nasional negaré—negara itw masing-masing. Oleh
“karena i, patut disingsikan apakah ‘hanya: dengan ikut derta sebagai pihak. dalam suatu

Konvensi tentang Patent -atau"--l{{invénsi:tantarig ‘Hak Cipwg alih-eknologi it berlangsong
‘denganbaik?Ataudencan kata lain, keberhasilan suatu alih teknologi belum tentu tergantung
‘pada Keikuiserfaan Suatu negarpada Konvensi tentang Patent atau pun entang Hak Cipta,
#11}.Yank dimaksud kan dengan- Otorita-adalah INTERNATIONAL SEABED AUTHO-

" RETY ‘yaitu sebuah organisasi atau lembaga internasional yang akan: dFDeﬁfuk sesuaidengan

‘amanat dan KonvensiHukum Laut 1982 sebagaimana diatir dalam' Bagizn 4 pasai 156—1 91.
SRy ‘Lihatdan bacaiah Dck!arasa Manila, Desemnber 1987, :

“13)-Ipilahiyang antara-lin vangidihadapi-oleh negars-negars “anggot ASEAN Epurtl
‘misainyzIndonesia dan Malaysia s maseamd penghasil kazet; timahidan @Iﬁdﬂ%{ sambang serta
perfanian kinnya. ;

i 14) Helemahan dari negara-negara berkerhbang pada unumnys antas, lain adaiah ket:dak—
-mampuaﬂnya 'pofk menvalirkan keshlian dari-warga negamnva:vanz ®izh memperolgh



keahliandan negara maju; Sehingga akibatiya banyalipara ahlinya yang Kerbali kenegards
- megara maju tempatnya menuntut il Tnilah yang dikenal dengan sebutin “brain drain® - -
_ awuVinverse transfer of technology.” . G g
15). Lebih lanjut tentang praktek dan pesanan Perusahaan Transnasional ini lihat danbacalah:
BEBERAPA SEGI HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN NASIONAL
“YANG MENYANGKUT ALMH TEENOLOGI DAN RELE VANSI PENGATURAN-
:NYA BAGI HUKUM MNASIONAL INDUNESIA Thesis Pasca Sarjana Unpad, 1984,
‘halaman 5872, il -
Son s

k'r%iisz:ll;q"y_,'me" tapkan area éia@iigiaemh terfarang bs ingdiarena. |
an ol pérs canggxh atau rahasia diareaferscbut, menjaga ¢ G-
sduksinya supaya tidak itimoleh pihak lain.
an harga Atay rovalty yang tingeijika ada pihak lninyang .
istem lisehsi atu kontrak karya. Upaya yuridis

&a}' kontrak yang sangat memberatkan pitak mitra
:I:_Ji'sp'is':iysg mengikuti prosedur penyelesaian seng-
'iﬁitr_aﬁj,’é itu sebenmarnya cukup dirugikan.
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